. Mengingat : |

BUPATI T IMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI TIMOR TEN GAH SELATAN
o NOMOR 28 TAHUN 2018

TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat

‘(2) Peraturan Daerah Kabupaten Tlmor Tengah Sela

Nomor 1 Tahun 20 17 tentang Penyelenggara

Ketertlban Umum dan Ketenteraman Masyarakat perlu
menetapkan Peraturan Bupat1 tentang Tata Cara
Penerapan Sanks1 Adm1mstras1,

1. Undang—Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah daerah ngkat II dalam Wllayah
Daerah-daerah Tlngkat I Bah ‘Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara T1rnur, (Lembaran Negara Repubhk
Indonesm Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan

’’’’’ Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor 1655),
2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang

Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk

dengan Undang—Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentan
Perubahan Kedua Atas Undang—Undang Nomor 2
Tahun 20 14 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran
Negara Repubhk Indonesm Tahun 20 15 Nomor 58
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone51a
Nomor 5679), R T L T SK




Menetapkan :

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang

Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Kabupaten
Timor Tengah Selatan tentang Penyelenggaraan
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
(Lembaran Daerah Timor Tengah Selatan Tahun 2017
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Timor Tengah

Selatan Nomor 1);

Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah
Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016
Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERAPAN
SANKSI ADMINISTRASI.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

S

Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah

Selatan.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan. ¥




